
 

KEPUTUSAN CAMAT 
 

TENTANG 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

TAHUN 2023 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA 
TAHUN 2023 



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA 

KECAMATAN JATILUHUR 
Jl. Ir. H. Juanda No.20 Jatiluhur-Purwakarta Telp.(0264) 208881 

 

 

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR 
KABUPATEN PURWAKARTA 

NOMOR : PR. 07. 01 / 07 / SK. IKU / I /2023 

TENTANG 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA 
TAHUN 2023 

 
CAMAT JATILUHUR 

 
Menimbang 

 
 
 
 
 

 
Mengingat 

: 

 
 
 
 
 

 
: 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman 
Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan 
Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tentang Indikator 
Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Jatiluhur. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 : Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4421); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 



6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6178); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 



15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6224); 

 
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

 
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312): 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

 
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

 
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 



25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237); 

 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 
Nomor 16); 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11); 

 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kab. Purwakarta 
Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta 
(Lembaran Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2021 No. 1); 

 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; 

 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 
Nomor 1); 

 

31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Kecamatan. 

 
 

MEMUTUSKAN 
 
 

Menetapkan : 
 

KESATU 

 
 
 

KEDUA 

:  KEPUTUSAN CAMAT   JATILUHUR   KABUPATEN 
PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN 
JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 

 
:   Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan 

Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Jatiluhur ini; 



KETIGA 

 
 
 

KEEMPAT 

: 

 
 
 

: 

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan 
kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja 

 
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi 
terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan 
disampaikan kepada Bupati Purwakarta. 

 
Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan. 

 
 
 

 

Ditetapkan di : Purwakarta 
Pada Tanggal : 03 Januari 2023 

CAMAT JATILUHUR 

 
 

ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP 

NIP. 19800408 200701 1 004 

 
 

Tembusan : Disampaikan Kepada : 

1. Yth. Bupati Purwakarta; 
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta; 
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta 



Lampiran : Surat Keputusan Camat Jatiluhur 
Nomor : PR. 07. 01 / 07 / SK. IKU / I /2023 
Tanggal : 03 Januari 2023 

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan 
Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 

 
1. Nama Organisasi : Kecamatan Jatiluhur 

2. Tugas : 1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam melaksanakan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan 
kelurahan.  menyelenggarakan urusan 
pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang mengatur pelaksanaan urusan 
pemerintahan umum; 

2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan 
peraturan perundang undangan dan / atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia: 

3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan 
penegakan peraturan perundang undangan di 
wilayah Kecamatan kepada Bupati; 

3. Fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Pembinaan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum; 

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan 
peraturan daerah dan peraturan Bupati; 

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan 
sarana pelayanan umum; 

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat 
Daerah di tingkat kecamatan; 

f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan kabupaten yang tidak 
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 
Daerah yang ada di kecamatan; 

g. Pelaksanaan pelayanan publik; 
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

kegiatan desa dan/atau kelurahan; 
i. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

    

 

CAMAT JATILUHUR 

 

 
ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP 

NIP. 19800408 200701 1 004 



LAMPIRAN : 
KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA 
NOMOR : PR. 07. 01 / 07 / SK. IKU / I /2023 
TANGGAL : 03 Januari 2023 

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 

 

I. A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa 
Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional 

 

 
TUJUAN 

KINERJA UTAMA 
/SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJAUTAMA 

(IKU) 

 
SATUAN 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/ 

PENJELAS AN 

PENANGGUN 
GJAWAB 

SUMBER 
DATA 

1 2 3 4 5 6 7 

Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang Baik dan 
Efektif. 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Administrasi Publik 
yang Efektif dan 
Modern Melalui 
Penerapan SPBE; 

1.  Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
pelayanan di 
Kecamatan 

Persen Jumlah masyarakat puas 
menerima pelayanan dibagi 
jumlah masyarakat penerima 
layanan dikali 100 % 

Camat 
Jatiluhur 

Kecamatan 
Jatiluhur 
Kabupaten 
Purwakarta 

2.  Tingkat 

Pemenuhan 
Dukungan 
Manajemen 
Perkantoran 

Persen Jumlah anggaran program 
penunjang urusan 
pemerintahan daerah 
kabupaten /kota dibagi 
Jumlah realisasinya dikali 
100% 

Camat 
Jatiluhur 

Kecamatan 
Jatiluhur 
Kabupaten 
Purwakarta 



 

B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

 

 
KINERJA UTAMA /SASARAN 

 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

 
SATUAN 

 

TARGET CAPAIAN TAHUNAN 
SETELAH PERUBAHAN 

2021 2022 2023 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Administrasi Publik yang Efektif dan 
Modern Melalui Penerapan SPBE; 

1.  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap pelayanan di Kecamatan 

 
Persen 

 
92 

 
93 

 
93 

 

2.  Tingkat Pemenuhan Dukungan 
Manajemen Perkantoran 

 
Persen 

 
100 

 
100 

 
100 

 

CAMAT JATILUHUR 

 
 

ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP 

NIP. 19800408 200701 1 004 

 


